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Pengalihan Hutang : SolusiAtas Bebun Hutang Luar Negeri Indonesia?

PENGALIHAN HUTANG:
SOLUSI ATAS BEBAN
HUTANG LUAR NEGERI INDONESIA?
GitaLokaMnrti
Abstract

-.:;

orper discusses the mechanism underwhich lndonesian foreign debt is to be
. . r--'trted. It first traces the history of the idea of debt conaersion, and the practice
.':: mainltl related to the underdeaeloped countries'incapabilities to pay their
:..::;, 0r countries-in-crises incapable of fulfilling its obligation. The history of
'".;-nesian foreign debt is also traced arriaing at its present condition with the
:-.::sition of debt conuersion, mainly to enuironmental program. This papu also
; -- :: the insight on how the debt conaersion scheme can be either a helping hand or
' '",::.;.ster to the country's economic condition. A helping hand, for it usually asks
' ' .::ter ualue of debt's fulfillment and aprograru that helps the necdy country
-':::,ing its enaironmental condition. A disaster, for its role as an instrument of
'

'-

.;..-:reasing lndonesian foreign debt is also considered

fid

in this paper.

Stogkd Pengalihan Hutang
Hffitg luar negeri merupakan salah satu

peribayarar huta.tg luar negeri merraksa ne

FCm utma t:rdonesia dan sebagian neganffimrg dan miskin lainnya Pada mu-

dayayarg seharusnya dialokasikm untuk kegiatan perfuangunan termasuk
kesehatan, subsidi sosial pelestarian lingkungan dan penyelesaian permasalatran sosial lainnya demi membaym hutang luar negeri ke'
pada negaratrtry:Na maju dan kreditor-kre
ditor intemasional lainnya Sisi destruktif lain
dari tekanan untuk munbaym hutmg luar
negeri adalah eksploitasi surnber daya alam
secara berlebihar di atas daya dukung lingkungm unfuk mengakumtrlasi hmd atrrency

lrya htnrg luar negeri dijadikm faktor yang

rr*rr*u dalam mernbangun perekonomir. Alan Ehpi keurudian rnmalah-masalah
ru ber*aitan dengm pembayaran hutang
fu elrses negatif yang ditimbulkannya tertrdap kehidupan masyarakat muncul

setelah

mm

gma berkenrbang

untuk

sumhr

futang dirasakan sernakin berat akibat
rlxi-i dolar terhadap mata uarg lokal dan
idrrr l€bqakanpembangunm ymg terlar
L ragilrdalkan sumber luar negeri. Beban yang dihasilkan dmi ekspor hasil sumber daya
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tersebut untuk membayar hutang luar negeri
Selain ihr, beban hutang luar

jatuh pada masyaruT<at domestik melalui pajak
yang tinggr dan juga pajak modal yang kernudian akan menjadi penghalang bagi investasit
Akibatrya masyarakat di negara-negara de.
bitor bermasahh ini justru semakin teqpuruk

dalam kemiskinan, malrurtrisi, kebodoharl
dan kerusakan lingkungan y artg p ar ah.2

Berkaitan dorgan hal itu, ekonom seperti
Jeffrey Sadu Paul Krugman, dan De Aghion
sebuah hipotesis yang disebut sebagai "debt overhang hypotheses" . Pad,a
intinya hipotesis ini menyatakan suatu negara

mempunyai debt ooerhang ketika hutangnya
telah sedemikian besar sehingga kreditor tidak
dap at lag; mengharapkan pernbayaran perruh
dari hutang tersebut Hal ini dikarenaka&
negara yang memiliki hutang sedemikian besar tidak lagi memiliki insentif untukmemperbaiki performa ekonominya karena ketlrtungan finansial yarg didapat negara tersebut akan

I

Lihat i)r. Alfred Herl.raussen, "Nen, Wav in Approach-

urg I)ebt Cnsis" dalarn Cluistine

'

Bogdanor'"ics-

Brndert. Solving the Global Debt Cnsis, Strategies and
Conlroversies bv Kev Stakeholders, NY: Harper and
Ilow Publishers, I 989. hal. 4 I -48
Kh,,.ur rurtuli Indonesra. laporan IINICEF menyatakan

bahwa pcmeruttah Indonesia hanya mengalokasikarr
8.5%r APBN-nya untuk scl':tor pendidrkan da:n 2yo
untuk seklor kesehatan. IINICIIF .luga rnenyatakan
bahr,va Indonesia akan akan niengalarni "the lost
gcneratiotr'' scbagai akibat dari malnulrisi, kr_rrangnya
pcndidikan dan ntcntrunnya status kesehatan jutaan
anak Indoncsia sebagai hasil dari kisis ekonomi dan
bcrkurangnt'a anggaran pen-rerintah ulltuk mengattsi
hal tcrscbut scbanyak 40%. Selain itu luas Iahan kritis
Indoncsia juga rneninqkat hingga 56 98 juta ha pada
tahLrn 2(XX). DikLrtip dari "lndonesra Debt Rurden.

Wiren and I.Iow Crcditors Accountable'1" INFII)'s
Background Paper lor the CGI Mccting in November
200 1, Jakafla: Septembcr 2l't, 2001 dan Statistrli
Indone:iu 2{x) l. IJI'S Irrdorrcsiir.
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digunakar untuk merrbayar hutangnya kepa-

nqeri juga akan

da kreditor.3

Masih mo:rgenai hipotesis tercebuf terdapat dua hal ymg berkaitan dengar nilai hutang suatu negar4 yarg pertama adalah mmlcet
aalue darj hutarg tersebut dm yang kedua
adalah face T)alue danhutang. Mfrrket aahrc m*
refleksikan pembayaran hutmrg yalg diharapkan oleh l,reditor. Sedangkan face aalue adalah
nilai dari nominal hutang sebelum dilakukan
penjadwalan ulang atau penguralgan hutarg
biasarya berupa angka yang tertera dalam surat peqaniian poninjaman hutang. Jikapmlah
total hutarg tidak melebihi batas tertentq
malra msrlcet value seialan dorgan
face oalw,
karena kreditor masih berkeyakinan bahwa
debitor akan mernbayar peruh
tangnya Akar tetapi jika iurnlah total hutang
melebihi batas tertenhr
- batas tersebut berhubungan denganukuran dan performa eko.
nomi nqgara debitor
- kreditor akan kehilangan keyakinan dm mnrl<et aalue akan *
makin berkurang berbanding terbalik dengan
face oalue. Jil<a marlcet aalue remakin
maka insentif negara debitor untuk memper-

I

I-ihat Jelliey Sacirs. "The Debt Overhang of the
Developing Countries" dalam (ialvo, Findlay, Kouri
dan de Macedo (eds.), Debt, Growth, and Stabilization: Essay in Memory of Carlos Diaz. Llhat juga paul
Krugman "Lrtemational Debt Strategies in an Uncertain World" dalarn Cuddington dan Smith (eds.),

Intenrutional

Debt and Dcveloping C_ountries,

Washington I)Cl: The World Bank, 1985, lihat juga R.

De Agoin, "Alal1,tical Issues on LDC Debt: A

Survey" dalam il/orld Economy 16, 1993 hal 467482,
seperti vang dikutrp oleh Esben Brandi-Hansen dan
Kasper Svarer Debt-for-Nature Swaps, One or the
Other or lloth?, Paper for I)eveloprnent Economics 2Royal Veterinarian and Agricultural, Universitl, of
I)enmark, Department of Economics, 1998 datam
httg,//utu,.dsr kvl.dk/'brandi/su ap htm yang diakses
pada tanggal I Febman 2001 pukul 17. I 5 wib.
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a 1rya akan berEi pedomra
lrg. Otetr karena itq sebaiktya kreditor
xr*sil:,ar pengurangan hutarg, Pada

friarlqrbali.a

kruf'.s Hal tersebut ditandai dorgm adarrya
telepon dari Morteri KeuanganMeksiko pada
hari Kamis tanggal 12 Agush:s 1%2, Jeus
Silva Herzog kepada Moxteri Kzuangan AS,
Ketua Federal Reserves AS dar Direktur
Pengelola IMF, ya:rg menyatakar kepada
mereka bahwa Meksiko telah bangkr,ut. Kebangkrutar Meksiko ini segera disusul olett
negara-negara Amerika f-atin lainnya IMF
smdiri telah meninggalkar kredo perbankan

9t***r beral*rimya PD II, Jerman mempunyai

tefirpo tersebut.

ffirma hal ini akan menurunkan tingkat
hEg -\rmg akan mendorong negara-negara

Hfx untuk memperbaiki Performa ekomi rang akan direfleksikan durgar hmga
W Vnffketyrbn) yang lebih ti^gg dar sisa
lmtg rrgma debitor tersebut dapat diba-

dasar berbagai Pemikfuan di atas, yang keramat pada tatrun 1%9, y artu p acta sunt
mrullatr ide untuk mengurangi sebagian sentandn - kontrak-kontrak harus dihormati
kan hutang negara- - dorgan merryatakan secara publik bahwa
trr b*rkan
qra berkerrbang dan miskin yalg mmg- negara-negara Dunia Ketiga tidak dapat &d t{esrlitat untuk menibayar hutang- dan karena itu tidak akan - merrunaikan ketrrgrm Porgurangan atau PolShapusan wajiban-kewajiban mereka dengan baik.6 Kdtug bukan merupakan hrl Y*g baru da- sis ini kemudian melahirkan berbagai alterhr gnrnena hubungan intemasional. Atas natif restrukturisasi hutang luar negeri selain
k alrezrn-alasan politis, Jerman (Barat) pinjaman baru untuk mernbaym hutangfftsh banlfresh moft*r nrendapatkan Penguangan hutang hutang yang jatuh tempor.rlang
hutarg jah-rh
tahun 7953, pxca Perang Dunia II' ney) dan peniadwalan

AE

hrg

nir*a

Salah satu altematif pengwangm hutang
yang sangat besar dan tidak memkernampuan untuk membayar hu- yang lahir pada dekade tersebut adalah debt

fif,g*utttglya Sekutu Barat negara tersebut xnaps atarit debt coruersion (dalarn bahasa krhrrdian mmgurangi setengah dari hutang donesia lazim disebut sebagai porgalihan

k
-

rregeri Jerman dan merancarg jadwal
kembali Yao.tg sarrgat mengung|ranbagiJermaru
Maalah pmgu-rangan hutang ini kerrbali
pada dekade 1980-an ketika Amerika

-urd
[,rh rrurgalami krisis ekonomi. Krisis ekomi vang juga dikenal sebagai krisis hutang
ii nsuntuhkan kredo yang dipopulerkan
dr pemilik Gticory Walter Wilsoru bahwa
-qr*u regara tidak akan pemah

bisa bang-

hutarg atau konversi hutang selaniuttya tulisar ini akar menggunakan kata porgalihan
hutarg). UNDP (Urlitun Nations Dewlapment
Progrmn) mendefinisikan pengalihan hutang

sebagai perrfuatalm hutang ekstemal yang
digarti dexgan komitnen negara debitor un-

5 Jeffrev D. Sacirs. Develaping ('ountryt Debt and the
ll/orld Econonrv, Chicaso: The I)rliversity of Chicago
Press, 1989, hal. 7
u
Patricia Adams, Odious Debt: Obral Hutang, Konrpsi

dan Kentsakan Ling,kungan di Dunia' Jakada'
diterbitkan oleh IM'ID bekerjasarna dengan PT l-iulr
Retta

- l'-)B.\L Vol. 5 No. 1 Novemtrer 2002

Pariwirit2002, hal.
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tuk memobilisasi sumber daya domestikrya-

dalam benhrk obligasi atau aset lain-untuk
tujuan yang telah disepakati oletr debitor dan
kreditor.z Dana untuk mernbiayai komibnor
humg bimarya berbentuk mata
uang lokaf dengan demikiar porgalihan hut:orrg dapat
bebar kebutuhan akan mata uang asing. Pada praktekrya, lradang pengalihan hutang tidak hanya melibatkan debitor dan keditor, tetapi juga " fr:terito{,
y ang biamrrya merupakan organisasi non-pe
merintah seperti tSM-tSM intemasional "Investo/' atau "dono1' tersebut biasanya mernbeli hutang debitor dari kreditor dengan hmga
diskon di pmar sekunder untuk kemudian
ditukarkan dengan komifno:r tertentu dari
debitor. Jenis pengalihm hutang yang melibatkan pihak ketiga ini disebut sebagai psrgalihan hutang tiga pihak, tripartit, atau nongenerik. Sedangkan pengalihan hutang yang
hanya melibatkan debitor dan kreditor disebut
sebagai pengalihan hutang biateral, bipartit
atau generik. Pengalihan hutang tiga pihak lebih banyak melibatkan hutang-hutang komersial dan sesuai namanya, pengalihan hutang
bilateral cerrderung dilaksanakan untuk hutangbilateraVpublik.
Pengalihan hutang pertama kali dilaksanakan di Chili pada tahun 1985. Porgalihan hutang tersebut merupakan pengalihan hutang
tiga pihak yang ditukar dengan equity yang
dimiliki C}:rni @eb t-for-equity swaps). Kernudian
jenis pengalihan hutarg lanymglebih populer yaihr debt-for-nnh.Lre swaps (DNS) dilaksanakan untuk pertama kalinya di Bolivia pada
tahun 1987. DNS aclalah pembatalan sejumlah

' "l)ebt
I

36

)orrrcsl

Swaps Mcmaksirnalkan

ik"

dalam

Ll ul i a

I n dot

t

c.s i

Mobilisasi

a I3 Mci 2002

hutarg luar negeri sebagai gmti komifrnen
untuk meurobilisasi sumber daya domestik
untuk lingkungar hidup.B Komihnen tersebut
biasarya berupa pedanaan untuk kegiatan
konservasi atar bortuk-benfuk penrbangunan
yang berkelarriutan lainnya Rasionalitas di
balik pelaksarunn DNS pada waktu itu ialah
adanya kenyataan bahwa sebagian besar ne.

yang mengalami krisis hutang
memiliki hutan hopis yang luas dengan ke.
anekaragaman hayafr, terbesar di dunia Ne
gara-n%aru yang sama juga morgardalkan
ekpor komoditas primer untuk mendapatkan
hmd cunency yang digunakan untuk melnbaym hutang-hutangnya Hal tersebut menimbulkan tekanar yang besar bagi hutanhutar tersebut dan lingkungan hidup pada
umunnya Sejak saat itu telah terlaksana lebih
dari 30 DNS di dunia, terurama DNS tiga
pihak yang melibatkan LSM lingkungan ingaru-nregara

temasional.
Beban Hutang Luar Negeri Dan pengalihan

Hutanglndonesia
Krisis ekonomi ya:rg merrimpa hrdonesia
sejak tahun 1997 dtawdi dergar depresiasi
rupiah terhadap dolar. Sebagai akibat dari
depresiasi tersebut, hutang luar negeri hrdonesia serrrpat mencapai US$ 150,385 milym
dengan DSR (debt*eraice ratio) mencapat sg%
pada tahun 1998. Kini posisi hutarg luar
negeri hrdonesia (2001) merurun merrjadi se
I
besar US$ 137,n8 milyar dengar porsi hutang
I
luar negeri penrerintatr sebesar US$ 25,1g5
|
milyar.e Sebagaimana dengan negara-negara
)

I

I

8 Lihat
Mmianne Guerin-Mclvlan us, The Greentng of
Interntional Finance: ld Years of Debt-for-Niture
Swaps, Conservation Intemational: I 997.

n

Sumber Bank Indonesi a,ZO02.
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-.

mengalami krisis hutang lainnya In- --1a juga mengalami masalah-masalah
, : mi dan sosial yang sama sebagai akibat
-, :rembumbung-tinggnya beban hutang
-,- :.{reri. Berbagai upaya restrukturisasi hu,--. kemudian dilakukan untuk morgatasi
-'- :=rsebut, di antaranya dengan meminta
: i: -ian dari IMF, CGI dan Paris Club untuk
- -:,rrup defisit arrggaar*, meningkatkan ke:' r-:i. aan investor dan membayar cicilan hu-.-: .r:ar negeri. Pengalihanhutang kemudian
- - .ldi salah satu altematif restrukturisasi
- ,--,rg luar negeri Indonesi4 khuzusnya hu,-

*-

ruar negeri pernerintah.

,:r' unhrk melaksanakan pengalihan hu-

-. li lndonesia sebenamya telah muncul se'
. . :ri1lu1 1992 dangan diterbitkannya tulisan
,

" ' r Raura Sjari Manaf yang berjudtrl

-.

" Arrtara

:r-i dan Hutang" di ju-rnal Prisma pada 6

lfi2}tt Dewi menyatakan bahwa Indo-.s

:

perlu unhrk lebih memikirkan kelangia1 huLan basah tropis yang kini semakin
,:::..aln kelestariannya. D sisi lain, hrdonesia
- - :ounyai hutang luar negeri yang semakin
- .:-Lr:ngkak. Dewi beranggapan bahwa sa"
-:tu jawaban untuk mc'mperoleh keringan- :,rtang adalah dengan rnelaksanakan drbf- '''..;xtrcsToaps. Dengan apaya tersebut, Dewi
.-::-ndapatbahwa sumber daya alam primer
. ::- kritis dapat diselamatkan serta beban
-,.:-ing luar negeri dapat dikurangi. Ide ter'-':it kurang rnendapat tanggapan masya'. -.,r karena pada wakhr itu permasalahanhu'-: luar negeri kurang menjadi perhatian
.-r-

:r\i
. .i:

Ratna Slari lv{anaf adalah staf pengajar

FE-III t-

tahLur I 986, untuk lebih jelasnya lihat tulisannya

dibandingkan pertumbuhan ekonomi Indonesiayangpesat.
Pada tatrun 199$ seiring dergar terjadinya
krisis ekonomi, ide tersebut kernbali ms:rgemuka dengar ditawarkannya debt-for-nnh.tre
xnaps oleh pemerintah AS. DNS ditawmkan
kepada
Indonesia setelah diadop
stnyaTropical Forest Consroation Act (IITCA) di
AS. TFCA adalah undmrg-undang di AS yang
merrungkinkan unhtk dilatsanakannya DNS
di negara-negara yffig memiliki hutar tropis
yang luas. Akan tetapi melalui suratnya
tertanggal 3 Septennber 1999, Duta Besar AS
untuk Indonesia kala itu, J. Stapleton Roy,
mernpersyaratkan keikubertaar Indonesia dalam klzusul pslgalihan hutang (debt xnaps
claux) Pmis Club untuk dapat monanfaatkan
fasiltas DNS. Walaupun demikiar, setelah hdonesia dimasukkan dalam klausul pengalihanhutang di Paris Club pada tanggal13 April
2A00, tawaran dari pernerintah Amerika Serikat tersebut belum ditindaklanjuti oleh pernerintah Amerika Sedkat serrdiri. Sedangkan ide
dan sosialisasi DNS so:rdfui mulai marak pada
perterrgahan tahun 1998 yang ditardai dengan
a kelompok kerya Debt-for Nah,re
Swaps yang diberrtuk oletr Dephutbun (Departemen Kehutaran dan Perkebunan) pada
tanggal30 Septenrber 1998. Kelompok k"rja i.,i
beranggotakan tim-tim ahli dad Dephutbur;
USAID melalui Nah.tral Rwurca Mnnagement
Progranrnya (NIRMP/EPIC), ISM-ISM internasional (termasuk WWD, tSM-tSM lokal,
para atrli darinegaranegma yang pemah rne
laksanakan DNS dan para individu yang secara khusus disewa untuk melakukan studi
kelayakan perrerapan DNS di Indonesia

-: ; bcr.ludul "Antara Hutan dan Hutang" di Junial
- :1rJ |)adil tanggal 6 .luni I992 hal. 67-78.
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Kemudian, pada tahun 2000, penawaran
unhrk memanfaatkan fasilitas pengalihan hutang datang lagi kepada pernerintah Indonesia Tepatryapada bulan November tahun
2000, pernerintah Jerman secara resmi msrawarkan fmilitm porgalihan hutarg kepada pe.
merintah lrdonesia dorgan iunlah pernbatalan hutang sebesar 50 juta DM. Dana komibnen yang harus dikeluarkar pemerintah
Indonesia adalah sebesm 25 juta DM dalam
mata uang rupiah untuk melaksanakan proyek tertentu atm dasar persetujuan kedua
belah pihak (pengalihan hutang bilateral).
Skema pengalihan hutang ini tidak terbatas
untuk sektor lingkungan hidup melainkan
juga untuk sektor pordidikan dar pengerrtasan kemiskinan Pada tanggal 13 Deserrber
2001, pihak Jerman mengusulkan agm skema
tersebut dikonssrhasikan pada sektor pendidikan (debt for-edr.rcation swnps) dan dilaksanakan pada tahun anggaran 2m3! Tahr.rn ini,
setelah sidang Paris Club IIf terdapat delapan
kreditor ymrg menyatakan kesediam mereka
untuk melalsanakan pengalihan hutang [:rdonesia. Kedelapan keditor tersebut adalah Kanada, Finlandi4 Perancis, Jerman, Italia Selandia Baru, Swedia dan Inggris.l2

Konhoversi di Seputar Pengalihan Hutang
Sebagaimana isu dalam hubungar intemasional lainnya pengalihan hutang juga mengundang polernik dari berbagai pihak. Porgalihan hutang mempunyai serangkaia:r keuntungan sekaligus kerugianbagi negara debitor.
Keuntungan-keuntungan melakukan p€ng"Sk.rrlu Debl Convcrsion Dari Pcrnenntah Jennan

"

kepada Pemerintah Lrdor.resia". Rappenas 2002.

"Delapan Krcditor Senr1ui Dcbl .!uap.s", clalam

't

Kontpas 7 agustus 2002.

38

alihan hutangbagi debitor adalah sebagai berikut.13 Pertarnn,

dalam

hutang terdapat pmgurangan hutang. I{efuia, terdapat
pogaruh positif terhadap neraca pemb ay affir.
Derrgan cara morgurangi perribayaran hutang
dalam bo:tuk mata ualg asing pergalihan
hutarg dapat belpengaruh positif terhadap
neraca pembayaran suahr nqgara Ketiga,
adartya promosi investasi Pengalihan hutang
dapat mordorong investasi pada sektor terten@ seperti sektor swast4 pendidikan, kesehatarU kelrutaran dar sebagainya lkempat,
pengalihan hutang menambah pendanaan untuk program-program pernbangunan Di banyak negar4 po:rgalihar hutang telatr menstimulasi pengalokasian dana untuk kegiatankegiatan sosial dan lingkungan yang kadang
berupa program-program yarg relatif baru
bagi nqgma tersebut. Pengalihmr hutarg juga
mendorong partisipasi yang lebih besar bagi
masymakat sipil (termasuk organismi nonpemerintatr, omop, dar lernbaga swadaya
masyarakat) untuk berpartisipasi dalam implenro:rtasi dari program-program tersebul
Sedangkan kerugian melakukan pergalihan
hutang bagi debitor adalah seperti be.rikut.14
Pertama, pergalihan hutmrg dapat moryebabkan beban fiskal. Pengalihan hutang mernbutuhkan pernbayara:r dalam mata uang lokal. Suahr negara mungkin tidak akan tertarik
melakukan pengalihar huturg jika negara
tersebut tidak mernpunyai sumber hskal (ft*al
rmurce) yarg cukup untuk pembayman awal
KefuM, terdapat resiko inflasi dalam pelaksarurm pengalihan hutang. hrjeksi mata uang
loka1 yang berlebihm dalam ekonomi nasional
t
t3

lbid., hal.

ta

Ibid. har.7-9.

6-7

.
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r .:i r.€fl\,ebabkan inflasi. Ketiga,biaya tran:
il-rg besar dalam proses negosiasi pffrg.---.r- hutang. Transaksi pengalihan hutang
..;--:: kompleks danmemakan wakhr. Peme-- "-:- debitor harus mengabdikan sejumlah
r---:Er daya tertenhr untuk melakukan ne.
- : ,r- dokumentasi, dan memonitor tran.": Keempat, terdapat resiko korupsi oleh
- -5:rr roundtripping dalam proyek peng, --= hutang. Investor dapat saja menhansfer
, . -: nasil pengalihan hutang untuk tuiuan-- --.:
J-a1g rlqal. Kelima, adxrya persyaratr ,;rljal<an dalam pengalihan hutang. P*g*,--;- hutang sering dianggap oleh sebagian
-t...-ra (contohnya fuazn) sebagai tantangan
:.--.,iap kedaulatan nmional karena putg,. -: hutil1g sering menghasilkan harsfer
:::"-5€t lokal kedalam kontrol asing. Keanmn,
-r -:r','d masalah subsidi investasi dalam po:rg,- --=. hutang. Dalam beberapa kasus, peme.
*- -,:'. debitor dapat saja menzubsidi investasi
--. retap akar terjacli dengan atau tanpa
-' ::' gka proyek I'orgalihan hutang.
- luar keunturgan dan kerugian polg, -.r hutang diatas, terdapat kritik yang di-=kan oleh berbagai pihak di negara-ne.
-.'-- Sekrtan
ritik-kritik tersebut antara lain moegemu.,.:r
'
bahwa,ls pertaflia, jumlah hutang yang
: ,--::angi umumnya kecil sehingga tidak me--r pergaruh yang signifikan terhadap ne.
i

.-:

:at Hotbin Sigalingging, "Altematif Penyelesaian

l.*lah

Pinjaman Luar Negeri dan Sumber Dana
:::--iariguhan)', dalam Pusat Pendidikan dan Studi
.::1r-Lksentralan Bank h'rdonesia, Pro/il Pinjaman
:, \iegeri Indonesia tlan Permasalahannya, 20()1,
ll5-253., dau Rlona Mahon1,. Debt-for-Nature
. ;:s. llho Really Benefit? Dalam 1'he Ecologist,

. ll No 3, Ma,v/June

1992,ha1.97-103.
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na

pantb ay arxr. I(edua, kriteria proyek yang

akm dibiayai umunnya ditentukan oleh kre_
ditor setringga dinilai mengurangi kedaulatan
negara debitor. Ketiga, upaya pergalihae hu_
tang tidak mengakibatkan masulmya umrg
segar ke dalam negeri sebagaimana dibutuh_
kan oleh nqgara yang sedang murgalami krisis
ekonomi. Keempat, program pengalihan hutang luar negpri hanya bentuk kekuatan politik

kreditor untltk mendominasi ekonomi dan
seluruh aspek kehidupan rregaft debltor. Kelima, proyek tNrpa partisipasi masyarakat umrmnya mengalami banyak peryimpargan
dan kebocorar yang sulit diatasi. I<eenmn,bberapa pihak berkeberatan dorgan kerryataan
bahwa mekanisme porgalihan hutarg dapat
msnbawa omop (terutama omop intemasional) terlibat dalam skona pengalihan hutang
dan meyakini bahwamereka mampu menye.
diakan sumber daya keuangan dan mernpengaruhi kebijakan perrrerintatrPengalihan Hutang Sebagai Salah Satu

Altematif Pengurangan Hutang Indonesia
Dengan mernpertimbangkan berbagai ke
untungan, kerugian dan laitik terhadap peng-

alihm hutang tersebut, tirnbul pertaryam
mengsmi signifikasi porgalihan huta:rg terhadap polgurangan beban perrrbayaran hutang luar negeri Lrdonesia. Sebelum merrjawab

pertanyaan tersebuf perlu kirarya untuk dipakrami sifat dmi pengalihan hutarg ini.
Pada masa-masa awal kelahira:rny4 pengaliha, hutarg lebih banyak berupa pergalihan

hutang tiga pihak yarg diterapkan untuk
komersial. Hal tersebut disebabkan aktivitas peminjaman uang di kawasan Amedka latin pada saat sebelum terjadi-
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nya krisis hutang lebih banyak berasal dari edt*ation, debt-far-fuelth, deht-for-poaerty alleuia
bank-bank komersial. Menvarlari ketidak- tion dxt sebagainyalT Pen14alil"ian hutarlg genurnpuan negara-negaffi di kawasan itu nerasi kedua ini tidak lagi bevtujuan tmtuk
untuk membayar 1"ut;mg-hutangry4 btrk- mengurangi huta:rg dalarn jumlah yang sub.
bank tersebut berusaha rmtuk meminimalisasi stansial akan tetapi l*.bih ditrprkan unhrk
kerugian durgan menjuai hutang tersebut ke
pasar sekunde-r. Hutang itu kemudian dibeli
oleh investor d*ngnrn hind arrency yang kemudian ditukar kepemilikannya dengan komihnen atau aset tertcvrtu dari nqma debitor
dengar mata uang lokal. Umumnya potgalihm hutang yang terjadi pada waktu itu
adalalr debffir-equiQ swqps. Sejak kelahiran
debtju-nature swry)sr aktivitas pengalihan hutang diperlum ke sektor-sektor nonaroft.Pada
dekade tersebut, beberapa negara mendapatkan pengurmgan _vang cukup berarti dalam
kewajiban pembayalarr hutangnya Peru adalah salah sahr contoh negara yang berhasil
memanfaatkan skema pengalihan hutang untuk mendapatkan pengrrangan hutang yang
cukup signifikan lumlahnya.
Pengalikrr hutang genermi ketlua muncul
dengan diperkffialkannya klauml pengalihan
hutang dalam Paris Club pada tahun 1990
melalui Houston terms. Durgan adarya klausul
ini, maka pengalihan hutang bilateral rukup
dimungkinkan unhrk diimplernortasikan.l6
Pengalihan hutang bilateral lebih banyak

menyediakan pemhiavaan dalam mata uang
bkal untrik provr,'k-pro"1ck pe-mbangunan

sosial, yang sering tid;rk mendapat cukup
perhatian apabila snatu negara mengalami
krisis ekonomi.ls Oleh karsra itu, porgalihan
hutang saja tidak mktp untuk rnengurangi
beban hutang secara slgnifikan bagi negaranegara yang mempruryai beban hutang yang
sangat besar.le Sayargnya pengalihan hutarg
generasi kedua inilah y;urg kini sering dilaksanakan Sekarang apakah negara yang
memiliki betran hrt;xrg yang sangat besar
seperti ftrdoneria mompturyai altematif untuk
mengurangi hutang luar negerinya selain
rnelahri pe-ngalihan hutang? LIntuk itLl, paparan berikut ini akan melihat altematjl
penguangan hutang apa saja yang dimiliki
Indonesia

Debt-for-

*si IIrtt *tt g llilt tlti I ater al
Hutang luar negeri pemerintah urnmrulya
dibagi menjadi drra berdasarkan sumbemya.
Pertama adalah pmlaman dari lembaga internasional seperti Bank Dunia dan INAF atau
yang biasa disebut hutang multilateral dan ke-

merupakan mekanisme

dua adalah pinjamanyangberasal dari negara-

pembatalar seiumlah hutang tertentu dengan
kompensasi komihnffi dari negara debitor
turtr-rk melaksanakar proyek-proyek pembangunan sosial. Termasuk di dalamnya adalah
debt-for-natrtre s"t1aps, debt-forchild, debt-for-

negara kreditor atau htrtang bilateral. Dalam
kasus indonesia negara-negara kreditor tersebut tergabung dalarn CGI. Selain kedua jenis

berupa

debt-for-deoelopment

deuelopment swfrps

su)ry.

Re strukhtris

t1

lbi{t,,hal.5

rB

16

Melissa Moye, Oveniew of Debt Cowersion, Debt

Relief International, Agustus 2000,ha1.
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l.

Brandi-I{ansen dan Svarrer.l,oc. ('it.
'' Motrua Mukhe{ee, "How Can Dcbt Swaps Be {lsed
for Development?", Worltl Bank l4rorhng Paper, April
1992,ha16.
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tssebut, juga terdapat Piniaman HIPC Initiathse adalah nL.geya-negara yang
tmerriaL di mana pemerintah melakukan hmrya layakmendapatkan pinjamarr dari tDA
fnfrrrar dari bank-bank swasta intemasional. (Intemntionnl DeueloTtment Assistance) dan
Resnrlturisasi hutang rnulfilateral di- P oaer 11 Reduction and Cr ou fh F iu :i i ti t s d a r"1 MF.
melalui HIPC (HenailY-Infubted Negara-negara ini rnengjhadapi sitr-rasi yang
W? Gt$ttri*') Debt lnitiatiae. Usul mengenai tidak mernungkinkan untr-rk memba1,21 [11VilFC. htitiatiaeini diaiukan oleh IMF dar Bank tangnya (unsustain.able debt situation) bahkan
fihia yang kemudian disetujui oleh peme- setelah ptrrerapan mekanisme pengurangan
fu*"merintah di seluruh dunia pada mu- hutang tradisional sc.carar pcntrh rcperti
in gugur 1996.20 HIPC initiatiae merupakan penerapan Nrples terms da\Nn persetujuan
pli*ffir yang komprelrorsif untuk me- Paris Club. IDA adalah bagian dari Bank
ryM'gi beban hutang negara-negara ytr$ Dunia yang rneminjarnkan dana dengan
*rgil miskin dar berhutang ting$ dorgan tingkat bunga yang sangat konsesional dan

Frman

I

cmedkan

h"

usaha pengurangan hutang dapergortman kemiskinan Pada

fera€ka
Etrrn 1999, upaya ini diperluas, diperdalam
ilm dipercepat melalui Enharrced Lilrc Ini&fu vang memungkinkan porgurangar hury smg lebih besar lagi HIPC initiatirse rrre'
terjadinya Penguralgan hutang
keditor, yaitu kreditor mulkat bilateral dan komersial (bank swasta).
[lnmk hutarg bilateral, Paris Club ms.eye&* n Erm ymg sebanding dorgan inisiatif
EEEhut, yarg lebih dikenal sebagai Cologne
ums- Prinsip cornpmable treatrrcnt (perlakuan
cr,na 1 dalarrr Paris Club mengfuaruskan negara
Hibr urtuk berusaha mendapatkan perlah;rr r.ang "sebanding" terhadap hutangnya
ftri loeditor non Paris Club, yaitu kreditor-

dm sduruh jenis

ndcn Club, negara kreditor lain yang tidak
hil daltrr sesi perundingan Paris Club, dan
t

ja gka waktu pengernbalian yang

I

sangat

panjang (mencapai 40 tahun termazuk masa
tenggang). Negara penerirna pinlaman dari
IDA sendiri dibagr menjadi dua, yattu blend
countries (negara carnpu-ran- negara penerima
pinjaman dari IDA yang m;sih layak untu.k
mendapat pinjaman komersial dari IBRD clan
lembaga ketmngan lainnya) serta IDA Onh.1
(negara yang hanya layak rnendapat pinjaman
dari IDA danlMF dantidakmernpunyai akses
terhadap kredit komersial). Suatlr negara dikatakan layak untuk mendapat pinjaman dari
IDA dikarsrakan negara tersebut memiliki ke.
rniskinan relat:f (relafiae poutrhl) dan creditwothiness yang rendah. fu1ain itu, kriteria negara yang dianggap layak untr"rk mendapatkan
pinjaman dari IDA pada tahun fuka1 2000
adalah negara-negara yang memiliki GNP di
bawah US$895 pada tahun 1998.2t
Bagaimana de-ngan Indonesia?

imfi tor-l<reditor lainnya
\bgaranegara HIPC atau negara yil$
dsulifikasi untuk mendapatkan fmilitm '' Jurgett Kaiser. I)oe,s Indone.sia .\eed to apltlt, -for
Hlll'?, pap(r yat\? dipresetit;rstkan dulanr iuntini,r

"
-

INFID "Beyond Paris Club and FIIPC: l'he Need lbr
-,rri*.u,oridbank,ors/lupc/about/hipcbr.htm yang
-, -,

:. lada tanggal 28 Juni 2002, pukul

I 8. 12

wrb
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Aiternative Approach for lndonesia Dcbt'', Jakarki

20-2 1 Februan

2O0

I, hal. 2.
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IDA tahun 19%, berkedudukan di Pads dm
pada era l9ff-alrl dan kemudian berhasil '1u- dipimpin oleh Morteri Keuangan Pmncis.23
Lndonesia sempat morjadi peminjam

tahw 197\

hts" (6rafuute) drLstatus peminjam IDA pada

Sr.lak

tahun 1980. Krisis ekonomi yang menyebabkan jatuhnya GNP perkapita dm ueditrputhiness Indonesia menyebabkan negara ini
sekali la$ layak menjadi perninjam IDA seiak
tahtrn 1999. A*trr tetapi hrdonesia hanya digolongkan sebagai blend country yang masih
memiliki akses terhadap kredit komersial walaupun posisi GNP perkapita Lrdonesia berada di bawah beberapa negara IDA Only?'z
Status blmd country ini tidak merrungkinkan
lrdonesia untuk dirnmul*an ke dalam HIrc
Initiatiae. Dengem derrdkian dapat dikatakan
bahwa Bank Dunia masih mengarggap Indonesia cukup uedinnortlry untuk mendapatkan
pinjaman komersial wal,aupun terbahs. Oleh
karena itu, dapat disimpulkan bahwa Indonesia tidak mernpunyai akses terhadap penguangan hutang multilateral sec;ra institu-

Perancis mengambil peran sebagai selaetariat

sional.
Re stnrkfriris asi

Ifut ang Bilatu al

Sep"rti yarg telah disinggung
resfukturisasi hutang bilateral dimungkinkan
t"rjadi melalui forum Paris Club. Paris Club

merupakan "institusf informal bagi negaranegma kreditor yarg menrberi pinjaman kepada negara-rrcgara debitor yarg mengalami
kesulitan untuk melakukan pernbayaran pinjaman luar negerinya Pmis Club berdiri sejak

Kennente.rim Keuargan

Pads Club. sehingga
ymg
serrula ha'tya berupa mekanisme ad hoc,
berubah morjadi kerangka negosiasi yang
ketat di mana setiap Negma Selatm yang tidak

nurmpu membayar hutang-hutangnya bergatung.24 Walau demikian club in frdak
pemah diakui sebagai sebuah organisasi Pmis

Club hrtya "add' kefka terdapat sesi pe
rundingm resbukturisasi hutang luar negeri
negara debitor dorgm kreditor-kreditomya
Di lain waktu, tidak ada seorang pun dalam
Kementeriar Keuangan Prads yang bertugas
atau merrpunyai otoritas urtuk memberi
informasi atau bahkan sfntcntent. Pmis Club
memfasilitasi sekian baryak perternuan atara
negara-negara kreditor dengan negara de'
bitomya Tujuan dmi pertemualpertsrruan
ini adalah untuk melakukan restrukturisasi
hutarg resmi (ofuial) ya,g disetuiui oletr
sernua pihak ymg terlibat. Paris Club tidak
staf permanor, tidak ada traktat
intemasional maupurl piagam tertulis yang
memandai perdiriarurya2s Pengorgadsasian
ymg informal ini monungkinkan Paris Club
23

Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, Bank
Indonesia, op. cit., hal.61.
2a
Jurgen Kaiser, "Debt Management a la Louis XVI-A
short Promenade through the Programme and Practice
of the Pari s Club", dalam h!Jp,/_/_ www,jub.ilp_p_280--Qlk_
org/analysis/articles/J Kaiser pa{b%2QC1trb.h1g
diakses pada tanggal 15 Juli 2002, pukul 13.45.
^.yang
-'
Sebuah divisi khusus dalam Kernenterian Keuangan
Perancis yang berangotakan 15 orang diperbanhrkan
secara paruh waku untuk rpenangani segala urusan
.

22

Kecuali negara-negara kepulauan kecil, pandapatan
perkapita Indonesia berada di bawah beberapa negara
DA Only seperti Bhutan, Kongo, Djibouti, Guyana,
Honduras, Kyrgyz, dan Sri Lanka dikutip dari
*IBRD/IDA Countries: Per Capita Incomes, Lending
eligibility and Repayment Terms", International
Development Assqcialion, 2002.

42

yang berkaitan dangan Paris Club.

Sumber:

htto://www. clubdepmis. ors/en/preseniation /oresentatio
n.php?BATCH=BO1 WPO 1 yang diakses pada tatggal
17 h:rl'i2002,pukul 18.20 wib.
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: SolusiAtqs Beban Hutang Luar

-- *.

bekerja dengan staf yang terbatas dan

:-juvangfleksibel.
::rr-s Club memiliki 19 anggota pennanen
merupakan pemerintah-pemerintah ne-

=j

----: ,, dfrg mempunyai piutang yang besar di
,-*rrh dunia (piutang tersebut dapat disa- r 'n lalgsung oleh pemerintah negara yang
:'. ..:ngkutan atau melalui institusi yang ber,,:- : <trtar). Anggota-anggota permanen terse.

-

,lalah Austria Aushali4 Belgta Kanad4
- tr--:rark, Finlandia Perancis, Jerman, Itali4
: - :i.{, Belanda Norwegia, Federasi Rusi4
.

Swedia Srviss, Inggris, dan Amerika
:=---ar.:. Kreditor resmi lainnya juga dapat
:----::rtrsipasi dalam sei penjadwalan .r1*g
---r- q dorgan percehriuan anggota-anggota
:".-:::nen Paris Club dan negara debitor.
, -:-.-a belpartisipasi dalam sesi tersebut, para
r:- :.r dan debitor harus menyetujri per.. -:=-peratruan dan prinsip-prinsip (rules and
* -;-.:'-s) yang mendasari persetujuan-per' ----trl Paris Club. Peraturan dan prinsip ter-:'- -. harus dipatuhi oleh semua pihak yang
:-::nsipasi dalam Pmis Club.
':s Club mempunyai empat standar debt
" '.'.-.11.t
(perlakuan hutang) untuk mengqkan
jenis restrukturisasi hutang negara
- r
'r.
r
Keempat
-rr
debt treatunenf tersebut ialatu
--:,-. ietmt Houston tenns, Naples tams darr
-:. Etms. Pasal yang memungkinkan ter", - -- , .r pengurangan hutang hanya terdapat
- -.: .iebt treatment yrrg) terakhir. Houston
* , :dalah perlakuan hutang untuk negara
.-:,=:.dapatanmenengah ke bawah. Dua ribu
-rl j" an ratus sembilan puluh lima dollar AS
: -::-','L)1,

-;,i'*1

--

.

clubdeparis. org/en/presentatiol/presentati

-:-3ATCH=BO1WPO3 yang diakses padatang -

,-OBAL Vol. 5 No. I November

merupakan batas maksimal GDP perkapita
yarg diperlakukan mqrurut Houston
furms. A dalam Houston terms terdapert pasal
pengalihan hutang yang memungkinkan terjadinya po:rgura:rgan hutang. Sedargkan Naples terms mempunyai batas GDp per kapita
yang lebih rendatr lagi yalmi US$' nS. Naples
tmzs diperuntukkan kepada negara-negara
yang sangat miskin danberhutangbesar yang
merupakan negara IDA Only. S"pe.ti halnya
Houston terms, Naples terms yga memungkinkan untuk dilaksanakannya pengalihan
hutarg. Tidak hNryaih:, pengurargar hutang
nonODA hi.gg, sebesar 6T/" dapatterjadi di
bawah term ini. Selain ih, Naples terms
monungkinkan terjadinya pengurangar bunga dan moratorium pemb ay auranbunga D ebt
treatrnent ymrg terakhir, Cologne terms rnefiJpakan tnmyangdbuat dalam kerangka HIpC
lnitiatiae. Terms iti mernpunyai persyaratan
yang lebih ketat (seperti merniliki track record
yang baik dengan kreditor Paris Club dan IMF
serta dinyatakan sebagai negara HIIrC oleh
bomd of IMF dan Bank Dunia) sehingga
merrungkinkan terjadinya pengurargar hutang sampai sebesm %)"/o atau lebih jika
diperlukan Pmal mengorai pengalihan hutang iuga terdapat dalarn Cologne terms?7
krdonesia merupakan kasus unik dalam
Pmis Club. Setelah merrinta bantuan paris
Club pada tahun 197Q Indonesia kerribali rne.
negara

2002

'?rhttp ://u.wu,.

clubitepd

n.ohp?BATCH=B02WP07 _van-e diakses pada tanegal
17 Jtni2002,puku1 i8.32 u.ib,
http/wr,w'. c lubdepari s. ore/en /pre .se11tatr m/p{QlqiUU
s!_.!hp?_B-ATQH:80 2\YIQ 5 van g d i akses pada tal g ga l
1t7 Juru2002, puk'ul 19.36 uib, clur
http://www. clubdeparis. org/en /presen_@tlq4lplqlq!,,iitl
on.php'/BATCH=802WP06 y.ang diakses pada tar"iegal
'7Juli,2002 pukul 13,06.

43

GilaInkaMurli

memerruhi syarat untuk diperminta uluran tangan Paris Clrrb Pada tahun krdonesia
pola lakukan di bawah skerna Naples (batas GDP
1998. Pada Paris Club I ini belum terdapat
adalah US$ 755). Alasan
p€nagalan ldnusus terhadap hutang luar ne- per kapita Naples
perlakuan hutmrg Indonesia tersebut
geri Indonesia sehingga hutarg hrdonesia di- dibalik
karena Ilrdonesia tidak digolongkar
perlakukan di bawah skema adhac?8 Dengan adalah
Lta hiru lndonesia belum dimasukkan ke oletr Bank Dunia sebagai negara IDA Only
merupakan salah satu symat
dalam salah sahr perlakuan hutarg stmdar yang iuga
dalan Paris CIub' Dalam perlakuan hutang di bawah Nrylrs tilffis. HaL
@tunnnrd treatrnent)
pula dalam Pads Oub m
Paris Club I ini belum terdapat skerra yang sama terjadi
11 hingga 12
pmgffagm hutang dalam bentuk apa PurL yang berlangsung dari targgal
2002 Pada Paris CIub III, Indoneia
itao.,esiu baru dimasukkan ke dalam salah April
pada
sahr skerna perlakuanhuta"rg Paris Club
Paris CIub II targgal13 April 2002' Pada Paris

kernbali diperlakrkar di bawah skema
Houston dengan porsi porgalihm turmg

frdak
hrdonesia diperlakukan dibawatr yang lebih besar.30 Dalant Housfun furms,
bentuk Pengurangan hutarg lain
skenra Houston terms. Betbda dengan Paris terdapat
pengalihm hutag.
Club I, pada Paris Club II terdapat pasal yang selain
Dari uraian dtatas, jelaslah bahwa pengmerrungkinkan [rdonesia untuk melakukan
hutang merupakan pilihar satu-satupengalihan turtang seperti yarg digariskan alihm
rrya bagi hrdonesia untuk mengurargi hudalam Houstnn terms.
Po:rgurangan tmtang rrultilateral h*
hrdonesia memerruhi symat untuk diP"'- tangnya
initi*
lakulan di bawah skema Houston karena nya dimungkinkan melalui ialwtillt.
rurul Lrdonesia tidak temrasuk di
GDP per kapita Lndonesia adalah sebesar US$ tive yarg
Seda€kan pexgurangm turtang
582,6 padra tahun 1W dm rJS$' 7?3$ Pada dalamnya
melalui ialur resmi Pa
tahun 2000, jauh di bawah batas GDP per bilateral dimungkinkan
harya mengizinkan Eriadinya
kapita Hortston temrc, yatu US$2995'2e Selain ris Club yarg
dalam bertuk Per,€alihitu, DSR Indonesia iuga merrcap ar 57,9%o pada p€ngwalgm hutang
Prinsip cornpmable trmtmmt dalam
tahun 1998 dan %,8"/o pada tahun Zffi, ymtg an hutmg.
merru.rngkinkan Indonesia untuk
berada di atas batas kriteria Houston sebesar Pmis Club
N%. Tidak hanya 1tu, debtstD'GDP ratio berusaha mendaPatkan fasilitas
swasta yang tergabung
Indonesia sempat morcapai argka 146,30o/o hutmg dari kreditor
dan hd ters$ut hmya
pada tahun 19f/8 dm 105,m% Pada tatun dalam London Chrb
1W. Otat-toGDP ratio tersebut iuga berada dapat t*judi iika Lreditor swasta tersebut
hutang
jauh di atas ambang batas Houston sebesar bersedia untuk mernbatalkan sebagiar
da1 mmukamya dengan komihnor
50%. Kerdati hutang Indonesia diperlakukan krdonesia
tersebut
di bawah skema Houston, GDP per kapita lain Sayangnya bankbank kreditor
bark-bark
oleh
Je
lebih banyak didominasi

Club

II,

"Penja<lwaian Untung Buat Kreditor", Gatra,20 April
2002.
2e
Data-data tersebut berasal dari "lndonesia at Glance"
dan "lndonesia Data Prohle", Bank Dunia 2001'
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donesia?

yang sangat tidak tertarik untuk me_
=.q
.,.:-*an psgurangan hutang dalam
bentuk.
: : : purL Hal yang sama juga merupakan
garis
..:,;alan pernerintah Jepang terhadap hrdo.
-.5r.i.3 1 Prinsip
compmable treatment jugameng-'-alg hrdonesia untuk mendapatkan skema
:

:.i..+rangan hutang yang lebih mengun_
skan dari yang ditawarkan paris Club.
-.:.qan comporable treafunent, [rdonesia tidak

--_

:--rLrolehkan untuk mendapatkan debt treat' -.: \,ang lebih atau kurang menguntungkan
:-,--- kreditor selain kreditor paris Club. pelang.,:::r terhadap prirxip ini akan mengaki_
.::ran Ledonesia terkena sangsi yang berupa
:'.r.iratalan resbukturisasi hutang Indonesia.32
',--. Oub sendiri biasanya hanya menyedi..::, kerangka besar berupa MOU (h4emoran_
: "'. :f Understanding) atau Agrud Minutes
.: i menjadi patokan dalam reshukhrrisasi
- rif
bilateral. RestruktLrisasi hutang bila_
:':_ S€ciro spesifik tergantung dari negosiasi
:' -:=ral dengan masing-masing negara kre.
- -.: asalkan
hal tersebut tidak keluar dari
"--=,gla perjmlan yang telah disepakati da_
.: sesi perundingan paris Club.
r-reditor intemasional, baik berupa negara
.-:un
:instihrsi keuangan selalumempunyai
:' :*-ii tawar yang jauh lebih tinggi daripada
-;r.r.lr, Kreditor mempunyai institusi yang
" -: Ilal tersebut dicerminkan melalui forum
'.--. Jlub yang selalu sejalan dergan MDBs
.. :Laterai Developmort Ba*s) *pem The

- ". Delapan Kreditor Setujtti Debt Swaps,'Loc.
- -:. .-:rgen Kaiser, ..Debt Management A La

L-.it.
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,-.-. Short Promenade Through the program and
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Bank dm The Fund Tidak hanya ittl ke_
beradaan l-ondon Club juga merupakan insti_
tusionalisasi dari perundingar demgan kre_
ditor-kreditor swasta Selain itu yugaierdapat
perarum dari lenrbaga perneringkat inter_
nasional seperti Standfrrd and poor's, Mwdy,
dan sebagainya yarg selalu merurrurlkan
peringkat Lrdonesia merrjadi .CCC minus,,
atau "selective defaul{, dolgan negatiae outlaok
(proqpek peringkat hutang yang mensinyal_
kan kenrungkinan peringkat akan diturunkan
lSr daam beberapa bular mendatang) setiap
kali pemerintah merninta reshukturisasi hu_
tangdari ParisClub dan l,ondonClub. pering_
kat tersebut biasanya ]uga akar mempengaruhi tingkat kepercayamr investor asing
terhadap Indonesia Akan tetapi peringkat itu
biasarya dikembalikan ke posisi serrrula apa_
bila para kreditor mengabulkan permintaan
lrdonesia HaI tersebut tetap menrbuktikan
bahwa lrdonesia berada dalam posisi yang
rawan setiap kali negara tersebut mengisya_
rlkan ketidalcnampuannya untuk monbaym
cicilan hutang ataupun meminta keringanan
pembayarar hutang.33 Kenyataan bahwa ne.
garturr%an debitor tidak selalu kompak da_
lam menyingkapi peurasalalrar hutang meru_
salah satu penghalang untuk mening_
fakan
katkan posisi tawar debitor dalam mergha
dapi loeditor. Nqgara-nqara debitor Ame;ka
Latin pada krisis hutang di era 19g0_ar pemah
msrcoba untuk morrbortuk,,kattel t\Jfarrg,

yang terdiri dmi debitordebitor Amerika
Latin Kartel tersebut kernudiar beral*rir de.

ngar kegagalan-moryadari bahwa kreditor_
keditor pada waktu itu berada dalam posrsi

" liirut -* Peringkat RI Turun ke Selective
dalarn Kompas, 24 Apil 2002.
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yang lebih kuat liar':rr:r ,-ii.1;-,{i*rrg oleh pemerintah-pemerirrtsh ;'1eg.,ii3 ntiili dari mana kreditor-kreditor tersebut br:'rasal.
Kenyataan tersehi'ii i';;-:g rnungkin membuat pemerintah lrLdliesia ierkesan enggan
atau mungkin iuga r.ikrt untuk memper-

juangkan skema p€'r€trra'n6an hutang selain
pengalihan hutang seliingg,a skema itulah
yang diperyuangkan de'legmi hrdonesia di
PrepCom lV WSSD di Bali dan WSSD di
Johannesburg beberapa minggu yarg lalu.
Selain itu iuga terdapat analisis untung-rugi
untuk mengubah sisiem- Suatu negara tidak
akan mengubah sistemr ir:temasional apabila
biaya yang diperh-lkan untuk mengubah
sistem tersebut lebih besar dari keuntungan
yang akan didapat devrgar, mengubah sistem.
Pengalihan hutang riir'r'ftartg bukan meruPakan solusi untuk rnering;anlcan beban hutang
luar negeri krdonesia, akalr tetapi sejauh ini
pengalihan hutang merupakan pilihan utama
yang tersedia Menyadari h;d tersebut apakah
-Lragi
Indonesia untuk
masih ada harapan
memperyrangkan sker na periEl[angan hutang
yang lebih berarti danpacla pengalihan hut;nrg?. Doktrin Odious De&f mungkin dapat
menjadi salah satu altematif.

Doklrin C)diousDrlit

S"j*rh

pembebasan hutang berdasarkan
doktrin Odious Debt'aeraw'al pada saat AS
memenangkan perarrg der,gan Spanyol yang
disebut sebagai Arwric m-Sp nnish W m. Spanyol
menunhrt AS 'r'a'Lg kril-ir ri(l111egang kedauiatan atas Kui:a lm'r,i< iiiembayar huta4ghutang Kr-rba kepa,i:i siiirnyol. AS rnenolak

kewajiban terscbrii r1i i"!,1.'1t1 ;lrli;Lrmen bahwa
hutang-hutang tersi:.L'tit itl i:rptakan oieh pem+

rintah }p;tr:i Li-l nii:l;rlui figler-igefinya untuk
tujuan-tr{uailnva selldin. L}ii-:ir karena ih, AS
berpenctapat bahr,r,,;r humng.l u"rtarrg ini bnkan
menjadi kewajiban rakvat Kuba atau rejim
pengganti kekuasaru dcspotik Spanyol.3a Ke.
mudian patla [rhun 1923 clokrrin odious debt int
dimasukkan ke c1alrun huklun intemasional3s,
yang tak terlepas r1a* upay;l tr)rofessor Alexander Sack sLuang ahii huktrm sekaligus mantan menteri keuangar l{u,sia jaman Tsar. Sack
menyatakan, iika suatLr rejim politik yang
despotilr" memi:njam umrg paila masa perne'
rintahannya dan uang tersctrut tidak digunakan untuk kepentingan rakyat melainkan
untuk menindasnya dan kcrnudian rejim
tersebut berakhir atau diakhi{ maka hutang
ini menjadi odiot.nbags rakyahrya Hutang ini
bukan hutang nega{a melainkan hutmg rejim
tersebut. Ketika rEim tersebut jatu\ maka hutang itu juga batai. Suatu koritrak hutang hanya sah jika hutang tersebut dipergunakan
unttrk kebuhrhan dem kepcrrtingan rakyat.36
Hal tersebut terjadi pacla pemerintahan
Bolshevik yang rnerrggulirtgkan kekuasaan
Tsar pada tahun 1977 y-aing merribuat Ruia
mempunyai kesempatan unhr k menolak pembayaran hutang-hutang Tsar.
Kasus yang sama menimpa Royal Bank of
Canada pada tahun 1923. Bamk tersebut mencoba menagih prnjamannya clari pemerintahan Kosta Rika yang menggrmtikan diktator
Tinoco. Pengadilan Ti"gg AS kemudian mendukung pemerintah Kosta l{ika yang baru dan
op. C.it.,hal. 179-181.
35 "Lewat Doktrin Odious Debt
'a Adarns,

Menolak Bayar Sebagian lfutang

Kuat,

Landasan

Calarn Kompa:s 1

Februari 2000.
36

Lihat Sugeng Bahag5o dalam Adams, Op. Cit , hal.
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-,-= -,kratis untuk menolak pembayaran hutersebut karena dipinjam oleh presiden
-,:-- lan tidak dialokasikan demi kepenting:- . ah.at.37 Kasus lain terjadi pada Rwanda
iahun lD& Pada talnrn lta Briti*L House

'-:

::-.

" -.'..tnn

Intemationnl Derselopmmt Committee

-=-r " atakan bahwa hutang Rwanda harus
:--,-:ikan karsra dipinjam oleh pemerintah
r a :nelakukan pembantaian etris. Selain itu,
r.r-n odiow debt juga diupayakan tmtuk
:- -.:::rkan pada hutang-hutang rejim apartlre.
:' .:-ka Selatan, Ferdinand Marcos-Filipina

-

--

I.iobutu-Zaire.38

-, ktrin odious debt dapatsaja dicoba unhrk
" :'.,-"rangkan di Indonesia Data Bank Dunia
-.:-:r.1ukkan bahwa sebaryak 30% dana pin.-.:^ luar negeri yang mengalir ke hrdonesia
*r:Jami kebocoran.3e Artiny4 minimal se.
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banyak

W" daa pinjamar tersebut tidak

sampai ke tangan rakyat dikarenakan praktek-

praktek korupsi terutama oleh pemerintalran
lama ya:rg terkenal korup dan otoriter. Permasalatrmnya menjadi tergantung kepada kernauan dar
ponerintah yang baru
untuk mernbuktikan bahwa hutang-hutang
ter-sebut merupakan odious debt se):urrgga d*
pat diupayakan polgura:Ban hutarg s€tidaknya sebesar N%. Sayangny4 kernauan peme
rintah untuk
pe:rcrapan
dokntnodious debt kepada sebagiar hutang Indonesia ini diragukan mengingat masih banyak pejabat penrrerintahan yang berasal dari
rejim Orde Baru yarg terkenal korup setringga
bukan tidak mungkin mereka dulu juga ikut
ambil bagian ramai-ramai mengkorupsi hutangtersebut
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